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BAB III 
Kesimpulan dan Saran 
A. Kesimpulan 
Untuk membuktikan unsur kesalahan yang menjadi dasar pertimbangan 
hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No : 2152/Pid.B/2007/PN.Bks 
unsur kesalahannya :Unsur barang siapa : Unsur ini terpenuhi yang dimaksud 
barang siapa adalah pelaku tindak pidana yaitu terdakawa Asep Saepulloh.Unsur 
dengan sengaja : Unsur ini telah terpenuhi yaitu terdakwa Asep saepulloh dengan 
sengaja membacok korban dari belakang.Unsur menghilangkan jiwa orang lain : 
Unsur ini terpenuhi bahwa akibat dari perbuatan Asep Saepulloh mengakibatkan 
korban Mohamad Andriansyah meninggal dunia. 
Dalammembuktikan unsur kesalahan yang menjadi dasar pertimbangan 
hukum padaPutusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 
1948/PID/B/2007/PN.BKS, unsur kesalahannya :Barang siapa : Unsur ini 
terpenuhi yang dimaksud barang siapa adalah pelaku tindak pidana yaitu terdakwa 
Sugianto.Unsur dengan sengaja : Unsur ini telah terpenuhi yaitu terdakwa 
Sugianto dengan sengaja menjerat korban iswanto dengan seutas tali.Unsur 
direncanakan terlebih dahulu : Unsur ini terpenuhi yaitu terdakwa Sugianto 
melakukan tindak pidana tersebut dengan direncanakan terlebih dahulu  dikuatkan 
keterangan saksi Sariman.Unsur menghilangkan jiwa Orang lain : Unsur ini 
terpenuhi bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Sugianto korban saudara Iswanto 
meninggal dunia. 
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 maka dapat disimpulkan bahwa didalam menjatuhkan pidana kepada 
seorang (pelaku) yang didakwa melakukan perbuatan pidana pembunuhan, 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah menggunakan unsur kesalahan 
sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang (pelaku) yang 
didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan, pada kasus pertama dalam 
pembunuhan biasa majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 
tahun dan pada kasus kedua dalam pembunuhan berencana majelis hakim 
menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun. 
 
B. Saran 
Agar tidak terjadi kesalahan didalam menjatuhkan pidana seperti yang 
pernah terjadi pada kasus Sengkon Karta tahun 1974, Budi Harjono 2002, maka 
Penegak hukum dalam hal ini majelis hakim dalam menjatuhkan pidana  kepada 
seseorang (pelaku) tindak pidana pembunuhandituntut agar lebih teliti dalam 
melakukan penilaian terhadap unsur kesalahan dan menjadikan unsur kesalahan 
sebagai dasar  dalam menjatuhkan putusan pidana. 
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